
BUPATI INDRAMAYU 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU 

NOMOR 64 TAHUN 2023 

TENTANG 

PENAMBAHAN ALOKASI DANA DESA 

UNTUK TAMBAHAN INSENTIF RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI INDRAMAYU, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa lembaga RT/RW dibentuk untuk membantu 

pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, 

perencanaan pembangunan, ketenteraman dan 

ketertiban serta pemberdayaan masyarakat di desa; 

b. bahwa guna meningkatkan kinerja lembaga RT /RW 

dalam rangka pendataan/validasi kependudukan dan 

pemerataan pemberian bantuan sosial, dipandang perlu 

untuk memberikan tambahan insentif kepada lembaga 

RT/RW; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Bupati. 

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3 1 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851 ) ;  

2 .  Undang-Undang Nomor 17  Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan 



Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6736); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 ,  Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6841) ;  

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601 ) ,  sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 

undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 



Tahun 2023 Nomor 41 ,  Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6841); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 1  Tahun 2021 

tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2 1 ,  Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

1 1 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah 

Desa; 

12.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 /PMK.07 /2015 

Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, 

Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi 

Alokasi Dana Desa; 

13 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

14 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 

tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga 

Adat Desa; 

15.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781) ;  

16 .  Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten 

Indramayu Tahun 2023 Nomor 3); 



Menetapkan 

17. Peraturan Daerah Kabupaten Indram.ayu Nomor 2 

Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Indram.ayu Tahun 2023 

Nomor 2); 

18.  Peraturan Bupati Indram.ayu Nomor 13.A Tahun 2015 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana 

Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten 

Indramayu Tahun 2015 Nomor 13.A); 

19.  Peraturan Bupati Indram.ayu Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat Desa Kabupaten Indram.ayu (Berita Daerah 

Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 44); 

20. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 29.2 Tahun 2018 

tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul 

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten 

Indramayu (Berita Daerah Kabupaten Indramayu 

Tahun 2018 Nomor 29.2); 

2 1.  Peraturan Bupati Indramayu Nomor 99 Tahun 2022 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Desa (Berita Daerah Kabupaten Indramayu 

Tahun 2022 Nomor 99); 

22. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 126 Tahun 2022 

tentang Tata Cara Penetapan Besaran, Penyaluran dan 

Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah 

Kabupaten Indramayu Tahun 2022 Nomor 126 ) .  

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PENAMBAHAN ALOKASI 

DANA DESA UNTUK TAMBAHAN INSENTIF RUKUN 

TETANGGA/RUKUN WARGA. 

B AB I  

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam. Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu. 

2 .  Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur 

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Indramayu. 



4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 

5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Indramayu. 

6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan 

Keuangan Daerah abupaten Indramayu. 

7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut 

DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Indramayu. 

8. Cam.at adalah pemimpin dan coordinator penyelenggara pemerintahan 

di wilayah kerja kecamatan. 

9. Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen 

yang mempunyai fungsi pokok sebagai penyedia data statistik dasar, 

baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat umum, secara 

nasional maupun regional. 

10.  Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memilikibatas wilayah 

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

1 1 .  Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

12 .  Kuwu adalah sebutan lain bagi Kepala Desa di Kabupaten Indramayu. 

13. Pemerintah Desa adalah Kuwu atau yang disebut dengan sebutan lain 

dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 

14. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah 

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan 

wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

15 .  Pamong Desa adalah sebutan lain bagi Perangkat Desa di Kabupaten 

Indramayu. 

16 .  Rukun Warga untuk selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah 

kerja Pemerintah Desa atau kelurahan dan merupakan lembaga yang 

dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang 

ditetapkan oleh pemerintah desa atau kelurahan. 

17 .  Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang 

dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka 

pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh 

pemerintah desa atau kelurahan. 

18 .  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut 

APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupten 

Indramayu. 

19 . Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah 

tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk 

menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh 

pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan. 



20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut 

APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. 

2 1 .  Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening 

tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh 

Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 

Desa pada Bank yang ditetapkan. 

22. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai 

dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang 

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. 

23. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan 

pertanggungjawaban keuangan desa. 

24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat 

PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan 

keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang 

menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD. 

25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana 

perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 

26. Alokasi Dasar adalah anggaran/ besaran minimal Alokasi Dana Desa 

yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarannya dihitung 80% 

(delapan puluh persen) dari alokasi dana desa dibagi dengan jumlah 

Desa. 

27. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan 

jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat 

kesulitan geografis Desa, yang besarannya dihitung 20% (dua puluh 

persen) dari alokasi dana desa Kabupaten; 

28. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan 

kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 

29. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 

pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, 

serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, 

program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi 

masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. 

30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat 

RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan pembangunan desa untuk jangka 

waktu 6 (enam) tahun. 

3 1 .  Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKPDesa, 

adalah Penjabaran dari RPJM Desa untukjangka waktu 1 (satu) tahun. 



--· - · -  - - - - · - ·  ------�------------------------ 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman 

dalam pemberian insentif tambahan kepada lembaga RT/RW. 

BAB III 

PENYALURAN TAMBAHAN ALOKASI DANA DESA 

Pasal 3 

(1 )  Penambahan Alokasi Dana Desa Tahun 2023 dialokasikan untuk 

pemberian tambahan insentif RT /RW selain yang sudah ditetapkan. 

(2) Besaran tambahan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB IV 

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN 

Pasal 4 

(1 )  Pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi 

dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk 

pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa, dengan 

dilampiri laporan penggunaan Alokasi Dana Desa secara terpisah. 

(2) Kuwu menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  kepada Bupati setiap semester 

tahun berjalan, semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir 

bulan Juli tahun berjalan dan semester kedua disampaikan paling 

lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. 

(3) Selain menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa, Kuwu 

juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa 

kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan 

dengan Peraturan Desa. 

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 

kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran. 

(5) Penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan 

dalam APBDesa dibiayai dari Alokasi Dana Desa. 

(6) Pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa Pemerintah 

Desa wajib menggunaan aplikasi Siskeudes. 

(7) Laporan keuangan Pemerintah Desa merupakan bagian dari laporan 

keuangan Pemerintah Daerah. 



BABV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 5 

Bupati melalui Kepala perangkat daerah yang menangani urusan 

pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini 

sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya. 

BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Indramayu. 

Ditetapkan di Indramayu 

pada tanggal 25 0ktober 2023 

L  

RAMAYU, 

STINA 

Diundangkan di Indramayu 

pada tanggal 25 Otober 2023 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATENINDRAMAYU, 

Ca/Tt3. 

AEP SURAHMAN 

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TAHUN 2023 NOMOR 64 


